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Abstract 
 

General Background: Good governance constitutes a fundamental framework for public administration aimed 

at ensuring transparency, accountability, participation, and justice within governmental processes. Specific 

Background: In Indonesia, regional governments with archipelagic characteristics face distinct administrative 

and geographic challenges, particularly in public service distribution, access to information, and citizen 

participation, as experienced by the Riau Islands Province. Knowledge Gap: Existing studies predominantly 

examine good governance within continental or urban contexts, while empirical analysis focusing on 

archipelagic regional governance remains limited. Aims: This study analyzes the application of good governance 

principles in regional government administration in the Riau Islands Province and identifies supporting factors, 

constraints, and governance-strengthening strategies aligned with archipelagic conditions. Results: The findings 

indicate that transparency is pursued through public information disclosure and digital governance initiatives, 

accountability is implemented via performance evaluation mechanisms and the Government Agency 

Performance Accountability System, and public participation is facilitated through development planning 

forums; however, persistent challenges include corruption practices, low public literacy, digital disparities, and 

uneven bureaucratic capacity. Novelty: This research offers a governance framework specifically formulated for 

archipelagic regions by integrating service-oriented bureaucratic reform, digital transformation, and multi-

stakeholder collaboration. Implications: The study provides contextual insights for regional policymakers in 

designing governance arrangements that align with archipelagic administrative realities and support 

transparent, accountable, and sustainable regional administration. 
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• Transparency initiatives rely on public information disclosure and digital governance systems 

• Accountability mechanisms remain predominantly procedural due to limited public 

engagement 

• Archipelagic governance requires integrated bureaucratic reform and digital coordination 
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Pendahuluan 

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu prinsip fundamental 

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, 

efisien, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Konsep ini tidak hanya diterapkan dalam bidang 

pemerintahan semata, melainkan juga dalam sektor bisnis maupun lembaga publik lainnya [1]. Secara 

esensial, good governance menggambarkan suatu mekanisme, proses, serta institusi yang digunakan untuk 

mengarahkan dan mengelola sumber daya ekonomi, sosial, serta politik secara bertanggung jawab dan 

berkeadilan. Menurut World Bank, good governance dapat diartikan sebagai penyelenggaraan manajemen 

pembangunan yang kuat, transparan, dan bertanggung jawab, yang berjalan sejalan dengan prinsip 

demokrasi serta efisiensi pasar. Artinya, pemerintah dituntut untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, 

kesalahan dalam alokasi anggaran, serta berbagai bentuk praktik korupsi baik di bidang politik maupun 

administrasi. Selain itu, World Bank juga menekankan pentingnya kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan 

negara dan pembentukan kerangka hukum serta politik yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi 

dan kegiatan investasi. Dengan demikian, good governance berperan dalam mewujudkan pemerintahan 

yang mampu mengelola proses pembangunan secara adil, trasnparan, dan berkelanjutan [2]. 

Sementara itu, United Nations Development Programme (UNDP) mendifinisikan good governance 

sebagai pemanfaatan kewenangan ekonomi, politik, dan asministrasi untuk mengatur urusan kenegaraan di 

seluruh tingkatan pemerintahan. Definisi ini menekanka bahwa pemerintah perlu memastikan setiap 

kebijakan public disusun secara partisipatif, dilaksanakan dengan keterbukaan, dan dievaluasi berdasarkan 

prinsip akuntabilitas [3]. UNDP juga menyoroti bahwa konsep good governance tidak hanya menekankan 

pada efektivitas kinerja pemerintah, tetapi juga menuntut adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan public [4]. 

Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip good givernance menjadi dasar utama untuk 

membangun pemerintah yang ebrsih, trasnparan, dan berwibawa. Masyarakat Indonesia mendambakan 

system pemerintahan yang bebas dari praktik kolusi, korupsim dan nepotisme (KKN) karena perilaku 

tersebut telah lama menjadi penghambat dalam proses pembangunan nasional. Untuk memperkuat 

implementasi tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjadi landasan hukum dalam 

menciptakan birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel [5]. Melalui regulasi tersebut, 

pemerintah diharapkan menjalankan kewenangan berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, 

profesionalisme, serta mengutamakan kepentingan publik. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam 

setiap proses pengambilan keputusan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan serta dapat memperkuat 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.  

Sejalan dengan perkembangan kajian good governance yang dirumuskan oleh World Bank dan 

UNDP, berbagai penelitian telah mengulas konsep ini dari sisi normatif dan institusional. Namun, sebagian 
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besar penelitian terdahulu masih bersifat umum dan cenderung menempatkan penerapan good governance 

dalam konteks wilayah daratan, tanpa mempertimbangkan secara spesifik karakteristik geografis dan 

administratif wilayah kepulauan.  

Padahal, wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri, seperti keterbtasan akses pelayanan 

public, ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta kompleksitas koordinasi pemerintahan lintas pulau, 

yang berpotensi memengaruhi efektivitas penerapan prinsip good governance. 

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat didentifikasi adanya celah penelitian (research gap) yang belum 

banyak dikaji, yaitu bagaimana penerapan prinsip good governance dijalankan dalam konteks wilayah 

kepulauan dengan karakteristik geografis, social, dan administrative yang berbeda daei wilayah continental. 

Penekanan pada karakteristik wilayah kepulauan selama ini lebih banyak muncul sebagai latar kebijakan, 

namun belum dirumuskan secara tegas sebagai fokus analisis dalam penelitian empiris.  

Berangkat dari celah penelitian tersebut, penelitian ini secara eksplisit bertujuan untuk menganalisis 

penerapan prinsip good governance di wilayah Kepulauan Riau sebagai representasi daerah kepulauan di 

Indonesia. Tujuan penelitian ini diarahkan untuk mengkaji transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan 

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks geografis kepulauan. Adapun kebaruan (novelty) 

penelitian ini terletak pada fokus kajian good governance dalam konteks wilayah kepulauan, yang secara 

empiris masih relatif terbatas dalam kajian administrasi publik di Indonesia. Dengan demikian, penelitian 

ini tidak hanya memperkaya pengembangan teori good governance, tetapi juga memberikan kontribusi 

praktis bagi perumusan kebijakan tata kelola pemerintahan daerah kepulauan yang berorientasi pada 

pelayanan publik, integritas birokrasi, dan pembangunan berkelanjutan [6]. 

 

Metode 

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan memadukan pendekatan perundang-

undangan, konseptual, dan kasus. Kajian difokuskan pada analisis terhadap peraturan serta penerapan 

prinsip good governance dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau. Sumber 

bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan pemerintah daerah; bahan hukum sekunder, berupa literatur akademik, hasil penelitian, serta 

laporan dari lembaga pengawasan; dan bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai pendukung dalam 

proses analisis. Seluruh bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan diolah dengan metode 

analisis deskriptif kualitatif untuk menilai sejauh mana keselarasan antara norma hukum dengan praktik 

pemerintahan yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik di tingkat daerah [7]. 

 

Hasil dan Pembahasaan 
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A. Konsep dan prinsip good governance yang diterapkan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah Provinsi Kepulauan Riau. 

Penerapan konsep good governance dalam peneyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kepulauan 

Riau (Kepri) merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk membangun tata kelola yang 

bersih, trasnparan, dan akuntabel. Sebagai wilayah dengan karakteristik geografis kepulauan yang tersebar, 

Kepri menghadapi tantangan dalam pemerataan pelyanan public dan jangkauan kebijakan ke seluruh 

lapisan masyarakat di berbagai pulau. Oleh karena itu, penerapan prinsip good governance menjadi strategi 

penting dalam menciptakan system pemerintahan yang adaptif, responsive, serta mampu memenuhi 

kebuthan masyarakat secara efektif dan berkeadilan.  Karakter geografis kepulauan memengaruhi 

keberhasilan good governance, sehingga kebijakan harus disesuaikan secara local. Transformasi digital 

melalui SPBE menjadi solusi strategis untuk mengatasi hambatan geografis dan meningkatkan efektivitas 

pelayanan public di Kepri. Dengan adanya e-government, pemerintah daerah dapat menyelenggarakan 

pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses, sekaligus meningkatkan transparansi serta 

memperkuat akuntabilitas kinerja birokrasi [8]. Namun demikian, efektivitas kebijakan SPBE secara 

substantif masih bergantung pada kesiapan kapasitas kelembagaan dan pemerataan infrastruktur digital, 

sebagaimana ditegaskan dalam teori institutional capacity yang menyatakan bahwa inovasi kebijakan tidak 

akan optimal tanpa dukungan sumber daya organisasi yang memadai.  

Hubungan antara digitalisasi dan peningkatan kualitas pelayanan public tidak otomatis, melainkan 

dipenagruhi oleh kapasitas institusional dan kualitas SDM. Transparansi menjadi pilar utama membangun 

kepercayaan public, mencakup keterbukaan informasi sekaligus kemampuan masyarakat untuk mengakses, 

memahami, dan mengawasi pengambilan keputusan. Pemerintahan Provinsi Kepulauan  Riau menerapkan 

prinsip ini melalui publikasi APBD, laporan kinerja, dan penguatan PPID, menunjukkan komitmen terhadap 

partisipasi masyarakat. Namun, rendahnya literasi informasi membatasi pemanfaataan transparansi sebagai 

kontrol social, sehingga akuntabilitas pemeritahan terhadap pelaksanaan program dan pengelolaan 

keuangan public masih terbatas. Evaluasi terhadap akuntabilitas ini dilakukan melalui Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan audit keuangan oleh lembaga seperti BPK atau BPKP. Namun 

demikian, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi transparansi dan akuntabilitas 

belum sepenuhnya mendapat respon aktif dari masyarakat, yang menandakan masih adanya kesenjangan 

antara kebijakan formal dan tingkat partisipasi public. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas 

yang berjalan masih berorientasi pada pemenuhan kewajibab administrative, belum sepenuhnya menilai 

efektivitas kebijakan berdasarkan hasil dan dampaknya bagi masyarakat (outcome based accountability). 

Partisipasi masyarakat penting dalam tata kelola yang baik. Melalui Musrembang dari desa hingga 

provinsi, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan usulan, sehingga ikut terlibat nyata dalam 

perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan public. Namun, partisipasi tersebut dalam praktiknya 

masih menghadapi keterbatasan representasi, karena tidak seluruh kelompok masyarakat, khususnya di 
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wilayah kepulauan terpencil, memiliki akses dan kapasitas yang sama dalam mempengaruhi keputusan 

kebijakan, sebagaimana juga ditemukan dalam berbagai penelitian terdahulu tentang Musrenbang di daerah 

kepulauan. Dalam aspek efektivitas dan efisiensi, pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan 

pemanfaatan sumber daya melalui program Kepri Smart Province, yang menjadi tonggak menuju 

pemerintahan digital yang modern dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas. Keberhasilan 

program ini sangat bergantung pada kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menguasai teknologi 

informasi agar transformasi digital dapat berjalan efektif dan menyeluruh [9]. Hal ini menegaskan bahwa 

kebijakan digitalisasi tanpa penguatan kompoetensi aparatur berpotensi menimbulkan kesenjangan 

implememtasi antara kebijakan normative dan praktik lapangan. 

Selanjutnya, penerapan prinsip keadilan dan inlkusivitas juga menjadi perhatian penting dalam tata 

kelola pemerintahan di Kepri. Pemerintah daerahmelaksanakan berbagai program pemberdayaan 

masyarakat pesisir dan nelayan guna memastikan pemeritaan manfaat pembangunan, terutama bagi 

masyarakat di wilayah terpencil. Hal ini sejalan dengan prinsip equity and inclusiveness yang dikemukakan 

oleh UNDP (1997), yang menegaskan bahwa setaip warga negara memiliki hak yang sama dalam menikmati 

hasil pembangunan dan memperoleh pelayanan public tanpa diskriminasi. Secara keseluruhan, penerapan 

prinsip-prinsip good governance di provinsi Kepulauan Riau menunjukkan perkembangan positif, 

khususnya dalam bidang transparansi dan digitalisasi pemerintahan. Namun, masih dibutuhkan 

peningkatan kapasitas birokrasi, penguatan literasi masyarakat, serta penyempurnaan regulasi untuk 

memastikan prinsio-prinsip tata kelola yang baik dapat diterapkan secara menyeluruh, serta 

penyempurnaan regulasi untuk memastikan prinsip tata kelola yang baik dapat diterapkan secara 

menyeluruh, konsisten, dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan nilai transparansi, akuntabilitas, 

partisipasi, efektivitas, serta keadilan social ke dalam setiap kebijakan public, Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Riau berpotensi menjadi model pemerintahan daerah yang adaptif, bersih, dan berdaya saing di 

tingkat nasional. 

B. Faktor yang mendukung dan menghambat upaya penerapan good governance 

di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 

Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Riau pada dasarnya menghadapi dinamika yang serupa dengan kondisi yang dialami 

oleh pemerintah daerah lain di Indonesia. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah faktor yang berperan sebagai 

pendorong sekaligus menjadi hambatan dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan 

berorientasi pada pelayanan publik. Komitmen pemerintah daerah dan dukungan pimpinan, termasuk 

gubernur Kepulauan Riau, mendorong pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan responsive, sementara 

teknologi informasi meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan public. Melalui penerapan system e 

government, seperti portal data terbuka dan situs web resmi pemerintah, masyarakat dapat memperoleh 

berbagai informasi public secara mudah, cepat, dan akurat [10]. Faktor pendukung lainnya adalah penguatan 
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system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang memabntu perangkat daerah dalam 

mengukur capaian program serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaanya. Keberadaan Pejabat Pengelolah 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) juga menjadi elemen penting dalam memastikan keterbukaan informasi 

public, sehingga masyarakat dapat mengkases data dan dokumen pemerintahan secara lebih transparan. 

Partisipasi masyarakat yang semakin luas, baik melalui forum konsultasi publik maupun platform digital, 

turut memperkuat interaksi dan komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga dalam proses 

perumusan kebijakan. Di sisi lain, peran Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawasan internal menjadi 

faktor penting untuk menjamin agar pelaksanaan program berjalan sesuai rencana serta mencegah potensi 

penyimpangan. Secara teoritis, komitmen elite politik merupakan prasyarat utama keberhasilan reformasi 

tata kelola, sebagaimana ditegaskan dalam konsep political will dalam administrasi publik. 

Namun demikian, berbagai kendala masih dihadapi dalam penerapan good governance di Provinsi 

Kepulauan Riau. Salah satu tantangan terbesar adalah masih adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

(KKN) yang menghambat efektivitas pelaksanaan program serta menurunkan tingkat kepercayaan publik 

terhadap pemerintah. Selain itu, sistem birokrasi yang masih kaku dan prosedural sering kali menghambat 

kelancaran pelayanan publik serta memperlambat proses pengambilan keputusan [11]. Pemahaman 

terhadap konsep good governance juga belum sepenuhnya merata di kalangan aparatur, sektor swasta, 

maupun masyarakat, sehingga nilai-nilai transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas belum diterapkan 

secara konsisten. Walaupun sistem pengawasan sudah dibangun, efektivitasnya masih terbatas dalam 

memastikan kepatuhan aparatur terhadap prinsip tata kelola yang baik. 

Selain itu, partisipasi masyarakat masih tergolong rendah, baik karena kurangnya kesadaran publik 

maupun terbatasnya akses terhadap mekanisme partisipatif yang disediakan pemerintah. Kesenjangan 

digital antara perkotaan dan kepulauan, ditambah regulasi yang tumpang tindih antara pusat dan derah, 

menghambat pemerataan e-governmen dan memperlambat birokrasi. Rendahnya kepercayaan masyarakat 

terhadap aparatur pemerintahan juga menjadi penghalang tambahan. Sikap skeptis dan apatis warga 

terhadap kinerja birokrasi dapat mengurangi dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah serta 

menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan [12]. Oleh karena itu, 

keberhasilan penerapan good governance di Provinsi Kepulauan Riau sangat bergantung pada kemampuan 

pemerintah daerah dalam mengoptimalkan faktor-faktor pendukung yang sudah tersedia, sambil secara 

konsisten berupaya mengatasi berbagai hambatan struktural dan kultural yang masih menghalangi 

terwujudnya birokrasi yang efektif, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat [13]. Penguatan 

good governance di Provinsi Kepulauan Riau bertumpu pada reformasi birokrasi, digitalisasi, dan kolabirasi 

lintas sector untuk menjawab tantangan wilayah kepulauan serta memperkuat transparansi, akuntabilitas, 

dan partisipasi public. Reformasi SDM aparatur menjadi kunco mellaui peningkatan kompetensi dan 

integritas serta oenerapan nilai-nilai berkakhlak agar ASN mampu berperan profesional sebagai pelayan 

masyarakat  

https://acopen.umsida.ac.id/index.php/acopen/issue/view/54
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2714-7444
https://acopen.umsida.ac.id/
https://umsida.ac.id/


Academia Open 
Vol. 11 No. 1 (2026): June 

DOI: 10.21070/acopen.11.2026.13047 

 

ISSN 2714-7444 (online), https://acopen.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). 

12 / 14   

Aparatur juga perlu mengubah pola piker dari yang sekedar mengatur dan memerintah menjadi 

pelayan public yang berjiwa wirausaha serta berpihak pada kepentingan umum. Selain itu, penyederhanaan 

birokrasi dan proses kerja terus dilakukan agar pelayanan public menjadi lebih efisien, cepat, dan responsive 

terhadap kebuthan masyarakat di berbagai pulau. Digitalisasi menjadi strategi berikutnya yang sangat 

penting dalam memperkuat efektivitas dan trasnparansi pemerintahan di daerah kepualauan. Melalui 

penerapan e government dan layanan public berbasis sigital, masyarakat daoat mengkases berbagai layanan 

kapan pun dan di mana pun tanpa harus melalukan perjalanan antar pulau. Pemerintah juga perlu 

memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan public denganmenyediakan informasi terkini 

mengenai pengelolaan anggaran daerah melalui laman resmi. Langkah ini tidak hanya meningkatkan 

akuntabilitas tetapi juga memperkuat pengawasan oleh masyarakat. Agar digitalisasi berjalan efektif, 

peningkatan infrastruktur teknologi informasi serta kemampuan SDM dalam mengelola sistem digital harus 

menjadi prioritas utama di setiap organisasi perangkat daerah. 

Penerapan good governance tidak dapat berjalan tanpa adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, 

sektor swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan, 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, perlu diperluas agar kebijakan yang dihasilkan benar-

benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di berbagai pulau. Pemerintah daerah juga perlu 

menyosialisasikan prinsip-prinsip good governance kepada seluruh pemangku kepentingan agar tercipta 

pemahaman bersama mengenai peran, hak, dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, koordinasi dan 

komunikasi antara lembaga pemerintahan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, harus 

diperkuat guna mencegah tumpang tindih kewenangan dan mengurangi potensi konflik kepentingan [14]. 

Aspek penting lainnya dalam penguatan tata kelola pemerintahan adalah peningkatan akuntabilitas 

keuangan dan penegakan hukum. Pemerintah daerah perlu bersinergi dengan lembaga pengawasan internal 

maupun eksternal seperti BPKP dan BPK dalam menindaklanjuti hasil audit dan rekomendasi yang 

berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan pendapatan daerah. Selain itu, penegakan 

hukum harus dilaksanakan secara adil, tegas, dan tanpa pandang bulu untuk menciptakan lingkungan 

hukum yang kondusif bagi investasi dan mencegah praktik korupsi maupun kepentingan oligarki lokal. 

Dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia, mempercepat digitalisasi untuk meningkatkan 

transparansi, serta mendorong kolaborasi aktif dengan masyarakat dan sektor swasta, Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Riau dapat secara nyata memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan. Upaya ini diharapkan 

mampu menjadikan Kepri sebagai contoh daerah kepulauan yang berhasil menerapkan prinsip good 

governance secara konsisten, efisien, dan berintegritas tinggi [15]. 

Simpulan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Kepulauan Riau secara normatif telah sejalan dengan 

kerangka regulasi yang berlaku. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat telah 
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diupayakan melalui keterbukaan informasi publik, pemanfaatan e-government, pelaksanaan evaluasi 

kinerja, serta mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun demikian, 

implementasi good governance masih cenderung bersifat procedural dan belum sepenuhnya menghasilkan 

dampak substantive terhadap peningkatan kualitas pelayanan public dan kepercayaan masyarakat, 

khususnya di wilayah kepulauan yang menghadapi keterbatasan akses dan kesenjangan pelayanan. 

Penelitian ini juga menemukan adanya gambatan strukturan dan kultural berupa praktik korupsi, 

kolusi, dan nepotisme (KKN), rendahnya kiterasi gitial, ketimpangan kapasitas aparatur, serta minimnya 

kesadaran dan partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara das 

sollen dan das sein, sehingga diperlukan penguatan penegakan hukum administrative, pengawasan interbal 

yang efektifm serta konsistensi penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata kelola pemerintahan. 

Implikasi kebijakan dari temuan ini menekankan pentingnya perumusan kebijakan daerah yang lebih 

operasional dan kontekstual bagi wilayah kepualauan, antara lain melalui penguatan regulasi turunan terkait 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penerapan infikator kinerja berbasis hasil (outcome based 

performance indicators), peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta pengembangan skema 

partisipasi public yang inklusif dan adaptif. Dengan strategi tersebut, good governance di Kepulauan Riau 

diharapkan tidak hanya terpenuhi secara normatif, tetapi juga efektif dalam praktik dan berkelanjutan. 
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